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Abstrak
Tindak pidana tidak hadir tanpa izin (THTI) dalam waktu damai
merupakan suatu perbuatan pidana yang harus diterapkan hukuman
pidana sesuai yang diatur pada Pasal 86 Ke-1 KUHPM. Namun THTI juga
dapat diterapkan hukuman disiplin militer apabila THTI tidak lebih dari 4
(empat) hari berdasarkan Pasal 8 huruf b KUHDM. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan hukuman disiplin militer
bagi pelaku THTI dalam waktu damai, efektivitas penerapan hukuman
disiplin militer bagi pelaku THTI dalam waktu damai, upaya
meningkatkan efektifitas hukuman disiplin militer bagi pelaku THTI dalam
waktu damai.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris,
pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, data diperoleh dari
data primer dan data sekunder serta data tersebut akan di analisis,
kemudian hasil dari penelitian tersebut disusun secara sistematis untuk
memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti. Hasil
penelitian menjelaskan bahwa proses pelaksanaan hukuman disiplin
militer bagi pelaku THTI dalam waktu damai yaitu: laporan kepada
Komandan selaku ANKUM, pencarian, penahanan, pemeriksaan/
penyidikan, persidangan, dan eksekusi putusan. Efektivitas penerapan
hukuman disiplin kurang efektif, karena terjadi beberapa kendala, yaitu:
kegagalan dalam pencarian pelaku, batas waktu pencarian singkat,
keterbatasan petugas pencarian, ada niat pelaku THTI melarikan diri dari
Kesatuan. Upaya meningkatkan efektifitas hukumannya yaitu:
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meningkatkan ilmu intelijensi kepada petugas, mempercepat penanganan
perkara, meningkatkan hubungan komunikasi dengan keluarga prajurit.
Kata Kunci: THTI, Waktu Damai, Hukum Disiplin Militer.

Abstract

Unauthorized absence (Tindak pidana tidak hadir tanpa izin/ THTI) during
peacetime constitutes a criminal offense that must be subject to criminal
punishment as stipulated in Article 86 paragraph (1) of the Military Criminal Code
(KUHPM). However, military disciplinary sanctions may also be applied for
unauthorized absence not exceeding four (4) days, pursuant to Article 8 letter b of
the Military Disciplinary Law (KUHDM). This study aims to examine and
analyze: (1) the implementation of military disciplinary sanctions for offenders of
THTI during peacetime; (2) the effectiveness of applying military disciplinary
sanctions to such offenders; and (3) efforts to enhance the effectiveness of military
disciplinary sanctions for unauthorized absence during peacetime. This study
employs an empirical legal research method. The data are collected qualitatively
from primary and secondary sources. The collected data are then analyzed and
systematically organized to obtain a clear understanding of the issues under
investigation. The research findings indicate that the implementation process of
military disciplinary sanctions for offenders of THTI during peacetime consists of
the following stages: reporting to the Commander as the competent authority
(ANKUM), search, detention, investigation, trial, and execution of the decision.
However, the effectiveness of disciplinary sanctions is limited due to several
challenges, including failure in locating the offenders, short search time limits,
limited search personnel, and the intent of THTI offenders to flee from their military
unit. Efforts to enhance the effectiveness of the sanctions include: improving
intelligence training for personnel, accelerating case handling, and strengthening
communication with soldiers” families.

Keywords: THTI, Peacetime, Military Disciplinary Law.

A. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional yaitu “melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Pertahanan Negara merupakan
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perintah konstitusi Indonesia serta salah satu bentuk upaya bangsa
Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat pertahanan negara
adalah keikut sertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan
kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap-
tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan ayat (2)
menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional
Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan
pendukung.!

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara
berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap ancaman
militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap
kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta pemulih
terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan
keamanan. Dalam mengemban tugas dan fungsi prajurit TNI memerlukan
disiplin tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan
militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik
sehingga hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk
kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.?

TNI selaku alat utama pertahanan negara, wajib memiliki jiwa disiplin
yang tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan mentaati
peraturan yang sudah diatur dalam aturan umum maupun aturan khusus.
Aturan khusus yang berlaku bagi TNI yaitu Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer
(KUHDM) dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam lingkungan
militer.

Peraturan hukum militer tersebut yang di terapkan kepada seruruh
TNI baik TNI angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pada
kenyataannya, TNI dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam sehari-

Penjelasan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia.
ZPeraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum

Disiplin Militer.
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hari masih banyak yang melanggar aturan yang berlaku baginya, salah satu
aturan yang dilanggar yaitu Tidak Hadir Tanpa Izin dalam waktu damai.

Tidak Hadir Tanpa Izin dalam waktu damai disingkat THTI adalah
ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu
tempat yang ditentukan baginya, dimana dia seharusnya berada untuk
melaksanakan kewajiban dinas, ketidakhadiran tanpa izin itu karena
salahnya atau karena culpa.? Seorang militer dikatakan tidak hadir tanpa
izin jika ia tidak berada pada suatu tempat atau tempat-tempat di mana ia
seharusnya berada untuk melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan
kepadanya. Sesuai garis komando, setiap anggota TNI yang tidak masuk
dinas atau yang akan pergi meninggalkan kesatuan dengan alasan apapun
itu diwajibkan melapor kepada komandan ataupun atasan yang
berwenang.

Menurut hukum militer, tindakan THTI pada suatu tempat untuk
menjalankan dinas ataupun perintah ditentukan sebagai suatu kejahatan,
karena disiplin merupakan hal yang sangat penting dari kehidupan militer,
lain halnya dengan intansi bukan militer, bahwa perbuatan THTI tersebut
bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin
intansi saja. THTI dalam waktu damai ini merupakan suatu perbuatan
tindak pidana dalam lingkungan TNI karena ketentuan ini diatur pada
Pasal 86 Ke-1 KUHPM yaitu:

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin,

diancam:

Ke-1, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan,

apabila ketidak hadiran itu dalam waktu damai minimal satu

hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Ke-2, Dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan, apabila

ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari 4
hari.

Jadi, dari bunyi pasal tersebut sangatlah jelas bahwa THTI itu
merupakan suatu tindak pidana dengan ancaman hukuman berupa

3Reno Renaldi et al, Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin
Paling Lama Empat Hari di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Journal Of Social
Science Research, Vol. 4, No. 3, 2024, pp. 199-209.
https://j-innovative.org/index.php/Innovative
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penjara, dan THTI juga memiliki 2 (dua) kategori keadaan yaitu keadaan
dalam waktu damai dan dalam waktu perang. Yang dimaksud dalam
waktu damai adalah pada saat melakukan tindak pidana tersebut Negara
RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-
undang dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi
militer.

THTI dalam waktu damai merupakan suatu tindak pidana yang harus
diproses sesuai hukum pidana militer, akan tetapi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer khususnya
Pasal 8 huruf b tentang salah satu jenis pelanggaran hukum disiplin militer
yaitu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana
yang sedemikian ringan sifatnya, dengan penjelasan bahwa salah satu
pelanggaran yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar
perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya, yaitu
tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling
lama 4 (empat) hari.

Jadi penerapan hukuman disiplin militer bagi pelaku tindak pidana
THTI dalam waktu damai yang tidak lebih dari 4 (empat) hari berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
khususnya Pasal 8 huruf b merupakan Legalitas dalam penerapan
hukuman disiplin militer bagi pelaku tindak pidana THTI dalam waktu
damai. Jika lebih dari 4 (empat) hari maka wajib diproses melalui hukum
pidana militer.

Namun dalam penerapan hukuman disiplin militer bagi pelaku
tindak pidana THTI dalam waktu damai mengalami hambatan-hambatan
sehingga kurang efektif dalam penerapan hukuman disiplin militer bagi
pelaku tindak pidana THTI dalam waktu damai. Dari data hasil Penelitian
khususnya dalam jajaran KOREM 011/Lilawangsa menunjukkan bahwa
penerapan hukuman disiplin militer bagi pelaku tindak pidana THTI
dalam waktu damai dari tahun 2020 s.d 2024 hasilnya Nihil, akan tetapi
THTI diproses secara hukum pidana militer. Berikut Penulis tampilkan
tabel kasus THTI dan penerapan hukum nya.

Tabel-1
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Data Kasus THTI dan Penerapan Hukumnya

Gol
0084 Jumlah | Penerapan Hukum Penerapan
Tahun n . e 1 .t
Perkara Disiplin Militer Hukum
Pangkat . .12
Pidana Militer
Tamtam o
2020 3 Nihil 3 Terdakwa
a
2021 Bintara 2 Nihil 2 Terdakwa
Tamt
2022 a”; aml s Nihil 2 Terdakwa
Tamt
2023 a“; am g Nihil 1 Terdakwa
2024 Bintara 2 Nihil 2 Terdakwa
Jumlah Kasus 10

Sumber: Hukum KOREM 011 /Lilawangsa, 14 Juli 2025

Terlihat pada table diatas yang sudah Penulis rincikan, bahwa
penerapan hukuman disiplin militer bagi pelaku tindak pidana THTI
dalam waktu damai hasilnya Nihil, melainkan semua masuk ke proses
hukum pidana militer, maka Penulis berkeinginan untuk melakukan
Penelitian lebih lanjut, serta Penulis tertarik melakukan penilitian ini
dengan judul “Penerapan Hukuman Disiplin Militer Kepada Pelaku
Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin Dalam Waktu Damai (Suatu
Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)”

B. METODE PENELITIAN
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Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris
dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji penerapan hukum dalam
praktik nyata di masyarakat, khususnya dalam lingkup militer. Data
yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan
responden dan informan di lapangan, sedangkan data sekunder
diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-
undangan, buku ilmiah, dan artikel jurnal.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris
(field research), yaitu menelaah bagaimana hukum diterapkan dalam
praktik, khususnya terkait kasus THTI dalam waktu damai dan
penerapan hukuman disiplin oleh ANKUM. Pendekatan ini bertujuan
untuk memahami interaksi antara norma hukum dan realitas sosial
dalam lingkungan militer.

Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu
memberikan analisis dan rekomendasi mengenai penerapan hukum
yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan. Fokus penelitian ini
meliputi pertimbangan ANKUM, proses pelaksanaan hukuman
disiplin militer, serta efektivitas penerapannya terhadap pelaku THTI
dalam waktu damai.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer Bagi Pelaku
Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin Dalam Waktu Damai

Sistem peradilan disiplin militer merupakan bagian penting dari
organisasi militer untuk menjaga disiplin dan menegakkan hukum di
lingkungan militer. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 merupakan
Legalitas dalam penegakan hukum disiplin dalam lingkup TNI, karena asas
legalitas merupakan perlindungan hukum terhadap penegakan hukum.
Pelanggaran hukum disiplin militer dapat diartikan yaitu semua perbuatan
dan tindakan yang dilakukan oleh prajurit yang melanggar hukum dan
atau peraturan disiplin militer dan atau melakukan perbuatan yang
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bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan militer yang berdasarkan Sapta
Marga dan Sumpah Prajurit.*

Dari hasil wawancara pada Tanggal 22 Juli 2025 dengan Staf KODIM
0101/KBA (Staf Intel PAM dan Staf PERS) selaku Responden mendapatkan
hasil bahwa penerapan hukuman disiplin militer bagi pelaku tindak pidana
tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai dibolehkan secara Undang-
Undang, asalkan tindak pidana tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai
itu dilakukan tidak lebih dari 4 (empat hari).

Jadi penerapan hukuman disiplin militer bagi pelaku tindak pidana
tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai yang tidak lebih dari 4 (empat)
hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum
Disiplin Militer khususnya Pasal 8 huruf b tentang salah satu jenis
pelanggaran hukum disiplin militer yaitu perbuatan yang melanggar
peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya,
dengan penjelasan bahwa salah satu pelanggaran yang dimaksud dengan
perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian
ringan sifatnya, yaitu tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin
dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Kemudian untuk proses penerapan hukuman disiplin militer bagi
pelaku tindak pidana tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai sebagai
berikut:>

a) Laporan Kepada Komandan Selaku Ankum

Bentuk laporan menurut aturan Militer ada 2 (dua) yaitu laporan lisan
dan tulisan. Dalam kasus THTI, bentuk laporan yang sering digunakan
adalah laporan lisan oleh Provost selaku petugas apsensi pada tiap jam
apel. Setelah Apsensi oleh Provost Satuan pada apel pagi hingga apel
malam mendapatkan keterangan tidak hadir, maka segera dilaporkan ke
Komandan oleh Provost, setelah mendapatkan laporan Komandan segera
mengeluarkan perintah kepada Staf Intel untuk lakukan pencarian
terhadap pelaku.

4 Salmanita Shalsabella Pramudita, Iwan Triadi, Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum
Disiplin Militer Dalam Sistem Peradilan Militer, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 1,
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta, No. 5, 2023, him. 244-
251, https://doi.org/10.5281/zenodo.10333206, diakses tanggal 25 Juli 2025.

3 Staf Intel PAM dan Staf PERS KODIM 0101/ KBA, Wawancara, Banda Aceh, Tanggal 22
Juli 2025.
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Jam apel pagi pertama jika Anggota tidak hadir tanpa keterangan,
maka Provost selaku petugas apsensi akan terlebih dahulu menghubungi
Anggota tersebut melalui telepon, apabila tidak bisa dihubungi yang
bersangkutan, maka Petugas akan menghubungi Atasan Langsung
Anggota dan apa bila tidak ada keterangan juga maka lanjut menghubungi
keluarganya. Jika upaya melalui telepon tidak berhasil mendapatkan info
keberadaan Anggota tersebut, maka setelah terhitung satu hari Anggota
tidak hadir tanpa izin maka Provost langsung melaporkan kepada
Komandan.

Responden juga sedikit menjelaskan tentang Atasan Langsung
Anggota adalah Atasan yang mempunyai wewenang komando langsung
terhadap Anggota/ Pelaku tidak hadir. Contoh, pelaku jabatannya sebagai
Staf Teritorial, maka yang menjadi Atasan Langsungnya adalah Kepala Staf
Teritorial. Jika pelaku dinas nya di KORAMIL, maka Atasan Langsungnya
adalah Komandan KORAMIL, sedangkan Ankum nya yaitu Komandan
KODIM. Adapun fungsi Atasan Langsung pada saat proses peradilan
hukum disiplin militer adalah sebagai pendamping Pelaku untuk membela
hak-hak Pelaku, memberi arahan dan nasihat-nasihat dimulai dari proses
penyidikan hingga akhir sidang putusan.

b) Perintah Pencarian dan Penangkapan

Komandan selaku ANKUM mengeluarkan surat perintah atupun
perintah lisan kepada Staf Intel dan atau Provost untuk segera lakukan
pencarian kepada pelaku THTI, terutama ke rumah atau tempat tinggal
pelaku, dan apabila tidak ketemu maka lanjut pencarian ke tempat-tempat
lain seperti rumah orang tua, rumah saudara, rumah teman dan lain-lain.
Kemudian, sebelum lebih dari 4 (empat) hari pencarian ketemu pelaku
tersebut, maka segera dilakukan penahanan guna proses pemeriksaan atau
penyidikan. Apabila setelah 4 (empat) hari pencarian tidak ketemu juga
maka Komandan Satuan melalui Intel lanjut buat laporan ke komando atas
yaitu PANGDAM c.q Intel KODAM, setelah itu perkara dilanjutkan oleh
Polisi Militer KODAM untuk diproses secara hukum acara pidana.

Jika sudah proses melalui hukum pidana maka pencarian terhadap
pelaku akan lebih efektif, karena melibatkan seluruh Intel dan Polisi Militer
jajaran KODAM. Sebelum Polisi Militer melakukan pencarian terhadap
tersangka, maka terlebih dahulu Polisi Militer menetapkan pelaku sebagai

151



JURNAL SULOH:

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ISSN: 27715-5455 Online  1693-7074 Print
Website: https://ojs.unimal.ac.id/suloh Volume 14, Nomor 1, April 2026 Page 47-60

daftar pencarian orang (DPO) lalu disebarkan ke seluruh jajaran KODAM
IM dan bahkan hingga ke KODAM wilayah lainnya. Dengan demikian,
maka pencarian akan lebih efektif melalui proses peradilan pidana
daripada peradilan secara hukum disiplin militer.

c¢) Penahanan

Setelah berhasil Pelaku THTI ditemukan lalu ditangkap dan dibawa
ke Markas Satuan untuk dilakukan penahanan. Penahanan dilakukan di
ruang tahanan khusus internal Satuan atau. Tindakan penahanan
dilakukan untuk keperluan pemeriksaan atau penyidikan. Penahanan ini
dilakukan tidak lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk
kebutuhan pemerikasaan, namun apabila ditetapkan sebagai tersangka
maka penahanan akan berlanjut hingga proses persidangan dan putusan
hukuman disiplin dari Ankum.

d) Pemeriksaan/ Penyidikan

Tugas pemeriksaan dilakukan oleh Staf Intel atau Staf PAM, dalam
pemeriksaan akan diinterogasi mengenai alasan melakukan THTI, alasan
tidak melapor ketika tidak masuk dinas, hal-hal apa saja yang dilakukan
selama THTI dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan kondisi
dilapangan.

Setelah diperiksa maka Staf Intel selaku pemeriksa membuat berita
acara pemeriksaan (BAP) serta Resume BAP disampaikan kepada
Komandan. Resume BAP sebagai dasar Komandan mengambil keputusan
untuk ditindak lanjuti ke tahap selanjutnya yaitu persidangan disiplin
militer.

e) Persidangan

Sidang perkara THTI dengan tujuan pemberian sanksi disiplin militer
dilaksanakan di internal Satuan yaitu ruang sidang khusus MAKO Satuan.
Adapun yang menjadi hakim tunggal adalah Komandan Satuan selaku
ANKUM, PASI PERS selaku Panitera, PASI Intel dan atau PAM selaku
Penuntut, dan terdakwa didampingi oleh salah satu atasan terdakwa
selaku Pembela atau Penasihat Hukum terdakwa.

Proses persidangan hukum disiplin dengan kasus THTI biasanya satu
kali sidang langsung ada keputusan dari ANKUM yang dituangkan dalam
surat keputusan ANKUM. Adapun sifat sidang yaitu bersifat tertutup yang
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hanya boleh disaksikan oleh anggota internal satuan yang pangkatnya
setara serta berpangkat lebih tinggi dari terdakwa, apabila pangkatnya
lebih rendah dari terdakwa maka tidak diperbolehkan untuk menyaksikan
sidang walaupun sama-sama anggota satuan.

f) Eksekusi Putusan

Hasil sidang berupa keputusan perkara dari ANKUM yang dimuat
dalam surat keputusan. Apabila hukumannya berbentuk penahanan maka
pelaku akan menjalani hukuman tahanan di tempat penahanan khusus
MAKO Satuan. Fasilitas sel tahanan standar dengan fasilitas sel tahanan
umum, cuman untuk biaya makan dipotong dari uang lauk pauk (ULP)
bulanan terhukum oleh juru bayar internal, sedangkan gaji pokok dan
tunjangan tetap utuh diberikan.

Kemudian efek dari hukuman yang diberikan sangatlah berpengaruh
kepada karier terdakwa THTIL, misalkan pelaku THTI dijatuhi hukuman
berupa teguran, maka dia akan mengalami penundaan kenaikan pangkat 1
(satu) periode yaitu 6 bulan. Kalau hukumannya berupa penahanan ringan
maka 2 (dua) periode atau satu tahun kenaikan pangkat akan tertunda. Dan
kalau hukumannya berupa penahanan berat maka penundaan kenaikan
pangkat nya adalah 3 (tiga) periode yang berarti 1 (satu) tahun 6 (enam)
bulan.

Dalam Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014
Tentang Hukum Disiplin Militer yang berbunyi bahwa perbuatan yang
melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian
ringan sifatnya. Kemudian penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa
salah satu perbuatan pidana yang sedemikian sifat nya itu adalah tindak
pidana tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan
tidak lebih dari 4 (empat) hari, jadi pelanggaran/ tindak pidana tersebut
bisa diproses secara hukum disiplin militer dengan hukuman teguran,
penahanan ringan 14 (empat belas) hari dan penahanan berat 21 (dua puluh
satu hari).

Kemudian, apabila pelaku tindak pidana tidak hadir tanpa izin
dalam waktu damai dilakukan lebih dari 4 (empat) hari dan tidak lebih dari
30 (tiga puluh) hari maka wajib diterapkan hukuman pidana berupa
ancaman penjara maksimal 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang diproses
secara hukum acara pidana militer oleh alat penegak hukum seperti yaitu
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Polisi Militer merupakan tahap penyidikan dan penyelidikan, melakukan
penahanan di rumah tahanan militer pada Mako Polisi Militer setempat.
Kemudian lanjut ke tahap penuntutan yaitu oleh Oditur Militer yang juga
prosesnya sesuai hukum acara pidana militer. Kumudian lanjut
persidangan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang merupakan satu-
satunya Pengadilan Militer untuk wilayah Aceh, setelah sidang dan
memiliki putusan inkrah maka selanjutnya diserahkan ke Lembaga
Pemasyarakatan Militer - I Medan untuk menjalani hukuman penjara, jadi
di wilayah Aceh tidak ada Lembaga Pemasyarakatan Militer makanya
setiap terpidana militer menjalani hukuman penjara itu di Lembaga
Pemasyarakatan Militer - I Medan.®

2. Efektifitas Penerapan Hukuman Disiplin Militer Bagi Pelaku
Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin Dalam Waktu Damai
Peran Atasan yang Berhak Menghukum dalam lingkungan TNI
memiliki kedudukan strategis dalam menjaga disiplin, keteraturan, dan
kehormatan institusi militer. Sebagai pejabat yang diberikan wewenang
formal dalam struktur komando, Ankum memiliki tugas dan tanggung
jawab menjatuhkan sanksi kepada anggota TNI yang melanggar norma
kedisiplinan dan hukum militer. Umumnya, posisi Ankum dijabat oleh
Komandan Satuan, seperti DANREM, DANDIM, DANYON yang menjadi
pelaksana utama pembinaan personel melalui mekanisme penegakan
disiplin. Dalam konteks ini, Ankum tidak hanya menjadi pelaksana sanksi
administratif, tetapi juga memainkan peran sebagai pembina moral dan
panutan etika bagi para prajurit. Peran tersebut menjadi semakin
krusial dalam era profesionalisme militer, di mana penegakan hukum
tidak semata-mata berbasis kekuasaan, tetapi juga mengedepankan prinsip
keadilan, objektivitas, dan kemanusiaan.”
Penegakan disiplin oleh Ankum juga diwujudkan dalam bentuk
dokumentasi yang terstruktur dan sistematis. Setiap bentuk pelanggaran
dan sanksi yang dijatuhkan wajib dicatat dalam dokumen resmi satuan

6 Ibid.

7 Ariesta Wibisono Anditya, Maulida Dwi Damayanti , Analisis Yuridis-Sosiologis atas
Penerapan Sanksi Disiplin Militer di Denpom IV/2 Yogyakarta, Jurnal Penelitian I[lmu Hukum, Vol.
5, Universitas Jenderal Achmad Yani, Yogyakarta, No. 3, 2025, hlm. 718-717, https://journal.actual-
insight.com/index.php/nomos/article/view/3507, diakses tanggal 25 Juli 2025.
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sebagai bagian dari sistem monitoring dan evaluasi personel. Fungsi
pencatatan ini tidak hanya penting dalam rangka pengawasan internal,
tetapi juga menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
lainnya, seperti promosi jabatan, rotasi, maupun rekomendasi
pendidikan militer. =~ Dokumentasi yang lengkap dan akurat
memungkinkan satuan untuk menelusuri jejak rekam perilaku prajurit
secara objektif dan adil. Dalam hal penerpan hukum disiplin militer
khususnya terhadap pelaku THTI mengalami kendala, adapun kendala
yang dialami akan Penulis paparkan berdasarkan penelitian lapangan yaitu
wawancara.’

Hasil wawancara dengan PAUR OLAHKARA KUMREM
011/Lilawangsa mendapatkan hasil bahwa dalam beberapa periode ini,
penerapan hukuman disiplin militer bagi pelaku tindak pidana THTI
dalam waktu damai mengalami hambatan, jadi sudah kurang efektif dalam
penerapan hukuman, adapun faktor-faktor penyebab kurang efektifnya
penerapan hukuman disiplin militer bagi pelaku tindak pidana THTI
dalam waktu damai sebagi berikut:°

a) Kegagalan Dalam Pencarian Pelaku

Bahwa Komandan pada sa’at mengetahui keterangan tidak hadirnya
salah satu anggota satuan maka komandan langsung keluarkan perintah
pencarian kepada Provost dan Staf Intel. Dalam melaksanakan pencarian
terhadap pelaku, petugas pencarian terutama ke tempat kediaman pelaku,
jika tidak ketemu lanjut pencarian ke kediaman orang tua pelaku hingga ke
tempat-tempat kebiasaan pelaku berkegiatan selain kegiatan dinas.

Kemudian, jika dalam waktu 3 (tiga) hari pencarian tidak berhasil
ketemu, maka tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan, namun jika
terhitung sudah 4 (empat) hari THTI, maka selanjutnya akan diserahkan
perkara ke Polisi Militer untuk diproses secara hukum acara pidana militer.
Jika sudah diproses melalui hukum pidana militer maka usaha pencarian
akan ditingkatkan dengan menetapkan pelaku THTI sebagai daftar
pencarian orang (DPO), maka dengan begitu akan melibatkan petugas

8 Ibid.
PAUR OLAHKARA KUMREM 011/Lilawangsa, Lhokseumawe, Wawancara, Tanggal 24
Juli 2025.
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pencarian dari luar Kesatuan seperti Intel KODAM, Intel KOREM, Intel
KODIM, hingga Inte]l KORAMIL turut serta dalam pencarian pelaku.
b) Batas Waktu Pencarian Singkat

Bahwa adanya batas waktu dalam pencarian yaitu 3 (tiga) hari, karena
terhitung hari pertama THTI ditambah 3 (tiga) hari pencarian jadinya 4
(empat) hari terhitung THTI, dan jika sudah masuk 5 (lima) hari maka
sudah tidak boleh lagi diproses atau diterapkan hukum disiplin militer,
melainkan harus diproses melalui hukum acara pidana militer.

Dengan waktu 3 (tiga) hari pencarian, maka akan sulit mendapatkan
pelaku THTI jika pelakunya berniat melarikan diri atau bersembunyi,
karena yang namanya pengintaian membutuhkan waktu yang sedikit lama
melihat wilayah pelarian luas sedangkan petugas pencarian terbatas hanya
petugas Internal masing-masing Satuan, namun beda dengan THTI yang
diproses dengan hukum acara pidana militer yang melibatkan Intel seluruh
jajaran KODAM, serta pencariannya diumumkan ke seluruh jajaran
KODAM sebagai daftar pencarian orang (DPO), dan masa pencarianpun
lebih dari 1 (satu) bulan atau hingga putusan Pengadilan tetap ada aktivitas
pencarian.

c¢) Keterbatasan Petugas Pencarian

THTI dibawah 4 (empat hari) murni penanganannya pihak intelnal
satuan, tugas pencarian hanya Intel Satuan, tidak melibatkan Intel Satuan
lain, beda dengan penanganan THTI diatas 4 (empat hari) yang dapat
melibatkan Intel Satuan lain karena prosesnya melalui hukum acara pidana
militer. Intel Satuan jangkauannya tidak luas, jadi jika pelaku niat awal
melarikan diri, menghindari petugas dan bersembunyi maka akan sulit
menemukan dan menangkap Pelaku.

d) Ada Niat Pelaku THTI Melarikan Diri Dari Kesatuan

Dari hasil wawancara dengan salah satu pelaku THTI berinisial AR
(PRADA) pada 26 Juli 2025, mendapatkan bahwa pelaku berniat melarikan
diri dari satuan karena tidak sanggup menghadapi masalah yang sedang
dihadapi, yaitu masalah hutang piutang dengan senior yang sudah banyak,
ditambah lagi masalah dengan isteri yang meminta uang untuk kebutuhan
dirumah semakin meningkat, pikiran saya sudah buntu, saya berniat
melarikan diri dari kesatuan dengan tujuan bekerja di luar negeri yaitu
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Australia yang dapat menghasilkan banyak uang, dengan begitu bisa
selesai semua masalah keuangan.!?

Kemudian dilain kesempatan Penulis mewawancarai pelaku THTI
pada 27 Juli 2025 berinisial YS (Pratu), mendapatkan keterangan bahwa
Pelaku melakukan THTI karena ada tawaran kerja disalah satu Perusahaan
Swasta yang sedang melaksanakan proyek dengan gaji lumayan besar,
makanya Pelaku keluar dari Kesatuannya tanpa izin, karena kalo minta izin
sudah pasti tidak diizinkan, karena hal tersebut sudah melanggar kode etik
yaitu mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan Negara.
Tugas dinas merupakan kepentingan Nasional atau Negara, sedangkan
tawaran kerjaan dari Perusahaan Swasta tersebut merupakan kepentingan
pribadi atau kelompok semata karena hanya untuk memperkaya diri.!!

Jadi pada akhirnya, pelaku THTI tersebut menyadari kesalahan yang
dilakukannya, mengingat masa-masa sulitnya sa’at berjuang mengikuti
seleksi menjadi calon TNI hingga diterima sebagai calon TNI, kemudian
menjalani pendidikan berbulan-bulan mengalami suka dan duka dalam
pendidikan hingga akhirnya dilantik sebagai Prajurit TNI. Kemudian juga
mempertimbangkan kalo menjadi TNI gaji sudah pasti meski pas-pasan,
lalu sudah ada jaminan hari tua, maka berdasarkan hal tersebut pelaku
THTI kembali dengan sendirinya dengan cara menyerahkan diri lalu
kemudian Dbertanggungjawab terhadap perbuatannya dengn cara
menjalani proses hukum pidana militer.

Dengan demikian, adanya niat Pelaku THTI melarikan diri dari
Kesatuan maka hukuman disiplin militer bagi pelaku tindak pidana THTI
dalam waktu damai terhambat atau tidak bisa diterapkan karena rata-rata
yang melarikan diri akan membuat petugas pencarian sulit menemukan
pelaku karena pelaku sengaja menghindari dari pencarian petugas. Untuk
proses pencarian pelaku yang sengaja menghindar dari pencarian petugas,
maka pencarian atau pelacakan akan menghabiskan waktu yang lama atau
akan lebih dari 4 (empat) hari kerja, sehingga pelaku tindak pidana THTI
dalam waktu damai tidak bisa lagi Ankum terapkan hukuman disiplin
militer melainkan harus diproses melalui hukum pidana militer.

10 AR, PRADA, Pelaku THTI, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 26 Juli 2025.
1'YS, PRATU, Pelaku THTI, Wawancara, Lhokseumawe, Tanggal 26 Juli 2025.
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Kasus terbanyak yang diadili oleh MAHMIL I-01 Banda Aceh adalah
kasus THTI (Disersi) dibandingkan dengan kasus pidana militer lainnya.
Tercatat kasus THTI (Disersi) dari tahun 2021 s.d 2025 sebanyak 521
Perkara, ini sebagai bukti penerapan hukuman disiplin militer kurang
maksimal, karena kalo maksimal penerapan hukuman disiplin maka
perkara THTI tidak akan berlanjut ke proses pidana. Penerapan hukuman
disiplin juga merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya tindak
pidana Disersi, karena kalo THTI nya lebih dari 30 (tiga puluh) hari maka
akan disebut dengan Disersi sesuai Pasal 87 KUHPM.2

3. Upaya Meningkatkan Efektifitas Penerapan Hukuman Disiplin
Militer Kepada Pelaku Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa
Izin Dalam Waktu Damai

Komandan Satuan merupakan tokoh utama dalam penegakan hukum
disiplin militer serta bertanggungjawab penuh terhadap proses penegakan
hukumnya. Struktur penegakan hukum disiplin militer disetiap Satuan
TNI yaitu: Provost, Intel PAM, Atasan Langsung dan Atasan Yang Berhak
Menghukum (Ankum). Sedangkan penegak hukum pidana militer yaitu:
Provost Satuan, Intel Satuan, Ankum, Polisi Militer, Oditur Militer,
Pengadilan Militer, dan Pemasyarakatan Militer.

Provost, Intel PAM, Atasan Langsung dan Ankum selaku alat
penegakan hukum disiplim militer, maka harus melakukan upaya-upaya
terhadap peningkatan efektifitas penerapan hukuman disiplin militer
terhadap Pelaku THTI apabila penegakan hukumnya memiliki hambatan
sehingga penerapan hukuman disiplin militer terhadap Pelaku THTI efektif
sehingga tujuan dari penegkn hukum itu tercapai dan memenuhi asas
kemanfaatan dan asas kepentingan militer.

Dari hasil penelitian lapangan berupa wawancara dengan PAUR
OLAHKARA KUMREM 011/ Lilawangsa, mendapatkan hasil bahwa untuk
meningkatkan efektivitas penerapan hukuman disiplin militer bagi pelaku
tindak pidana THTI dalam waktu damai, Ankum melakukan upaya-upaya
sebagai berikut ini:13

12 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/dilmil-i-01-banda-

aceh/kategori/disersi-1.html , Akses Tanggal 18 Juli 2025
13 Hafas Muzai, PAUR OLAHKARA KOREM 011/Lilawangsa, Lhokseumawe, Wawancara,
Tanggal 24 Juli 2025
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a) Meningkatkan Ilmu Intelijensi Kepada Petugas

Petugas utama dalam penanganan perkara THTI adalah Staf Intel,
yangmana langkah awal dari Intel adalah melakukan pencarian dan
penangkapan terhadap pelaku, dengan begitu perlu peningkatan pelatihan
IImu Intelijen kepada para petugas, sehingga pelaksaan tugas dilapangan
khususnya dalam hal pencarian dan penangkapan terhadap anggota yang
melakukan THTI cepat dan tangkas sebelum lewat dari 4 (empat) hari masa
THTI, sehingga penerapan hukuman disiplin militer bagi pelaku tindak
pidana THTI dalam waktu damai terlaksana dengan efektif, karena kalo
lewat dari 4 (empat) hari masa THTI maka sudah tidak bisa lagi
menerapkan hukuman disiplin militer, akan tetapi harus diproses dengan
hukum acara pidana militer.

b) Mempercepat Penanganan Perkara

Dalam KUHPM maupun KUHDM dijelaskan bahwa yang dimaksud
THTI itu jika ketidakhadiran minimal 1 (satu) hari, dan yang dimaksud 1
(satu) hari adalah dihitung dari hari dinas mulai jam apel pagi hingga jam
apel pagi hari berikutnya. Maka dari itu petugas pencarian baru ditugaskan
setelah satu hari pelaku melakukan ketidakhadiran. Jadwal apel dalam
dinas militer pada umumnya adalah pagijam 8.00 WIB, apel sore jam 17.00
WIB, dan apel malam jam 22.00 WIB.

Jadi, untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukuman disiplin
militer bagi pelaku THTI adalah mempercepat penanganan dengan cara
menungaskan petugas pencarian dalam hal ini Staf Intel pada saat setelah
jam apel pagi, misalnya apel pagi jam 8.00 s.d jam 8.30, maka dijam 8.30
komandan langsung memerintahkan Intel secara lisan untuk melakukan
pencarian, karena dimiliter berlaku perintah lisan dan sah secara hukum
untuk melaksanakan perintah lisan dari Komandan. Karena kalo harus
dengan surat akan memakan waktu, jadi tindakan pencarian tidak bisa
cepat dan tangkas sehingga pelaku THTI yang berniat melarikan diri tidak
bisa dicegah.

¢) Meningkatkan Hubungan Komunikasi Dengan Keluarga

Anggota

Salah satu tugas Staf Personalia yaitu menjalin hubungan komunikasi

dengan keluarga Anggota, jadi dengan adanya komunikasi yang baik dan
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berkala maka hubungan komunikasi dengan keluarga Anggota akan baik
dan tidak putus, dengan begitu jika Anggota melakukan THTI akan mudah
memperoleh informasi mengenai pelaku, karena salah satu penyebab
terjadi THTI adalah faktor permasalahan keluarga atau pribadi, dengan
begitu akan mudah melajak keberadaan Prajurit yang melakukan THTI.

Kemudian juga keluargalah yang lebih mengetahui kegiatan sehari-
hari selain kegiatan dinas, dan juga jika ada permasalahan-permasalahan
keluarga juga tempat Anggota mencurahkan permasalahannya itu. Jadi
dengan adanya komunikasi dengan baik dan berkala, maka akan memiliki
info terkini mengenai Prajurit, dan ketika melakukan THTI akan mudah
juga dalam penanganan atau pencarian pelakunya.

Gaya kepemimpinan Ankum sangat menentukan efektivitas
pelaksanaan sanksi. Kepemimpinan yang bijaksana, komunikatif, dan
partisipatif akan menghasilkan dampak pembinaan yang lebih
mendalam dibandingkan gaya yang otoriter atau permisif. Dalam konteks
penerapan hukuman disiplin militer kepada pelaku THTI itu yang
mengutamakan pendekatan kekeluargaan tanpa mengurangi ketegasan
hukum terbukti mampu membangun hubungan saling percaya antara
prajurit dan atasan. Hal ini mendorong terciptanya lingkungan kerja
yang suportif, di mana sanksi tidak dianggap sebagai bentuk hukuman
semata, tetapi sebagai mekanisme pembelajaran kolektif.14

D. KESIMPULAN
Setelah mengkaji, menelaah dan menganalisa terhadap penerapan
hukuman disiplin militer bagi pelaku tindak pidana THTI dalam waktu
damai, maka Penulis dapat menyimpulkan berberapa hal berikut ini:

1.  Proses pelaksanaan hukuman disiplin militer bagi pelaku tindak
pidana THTI dalam waktu damai yaitu: proses pertama laporan
kepada komandan selaku ANKUM, yang kedua perintah pencarian
dari Komandan, ketiga penahanan, keempat pemeriksaan/
penyidikan, kelima persidangan, dan yang terakhir eksekusi putusan
hukuman disiplin.

2. Efektivitas penerapan hukuman disiplin militer bagi pelaku tindak
pidana THTI dalam waktu damai dinilai belum efektif, karena terjadi

14 Op.cit, Ariesta Wibisono Anditya, Maulida Dwi Damayanti.
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beberapa kendala, adapun faktor kendalanya yaitu: kegagalan dalam
pencarian pelaku, batas waktu pencarian singkat, keterbatasan
petugas pencarian, ada niat pelaku THTI melarikan diri dari kesatuan.

3.  Upaya meningkatkan efektifitas penerapan hukuman disiplin militer
bagi pelaku tindak pidana THTI dalam waktu damai yaitu:
meningkatkan ilmu Intelijensi kepada petugas, mempercepat
penanganan perkara, meningkatkan hubungan komunikasi dengan
keluarga prajurit.
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